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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 DASAR PEMIKIRAN 

 

Pajak merupakan iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada Negara 

yang telah diatur didalam undang-undang. Salah satu pendapatan yang potensial 

di Indonesia diperoleh dari pajak. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor pajak memberikan 

kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, yang mencapai 1865,7 T dari APBN 

2020. 

Pendapatan Negara yang diperoleh Indonesia dari penerimaan pajak 

diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak 

Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak yang berasal dari 

dalam negeri maupun luar negri. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau penggunaan jasa di daerah 

pabean. Kontribusi perpajakan sangat memengaruhi jalannya pemerintahan dan 

perekonomian suatu Negara. Anggaran yang diperoleh tersebut kemudian 

dialokasikan untuk pembangunan guna menjamin kesejahteraan rakyat, mulai dari 

pendidikan, kesehatan, perbankan, dan industri. 

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia menggunakan self assessment 

system untuk memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk 
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menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya, namun tidak semua Wajib 

Pajak dapat memahami adanya peraturan yang berlaku sehingga mengalami 

kesulitan atau kekeliruan yang dialami wajib pajak dalam melakukan administrasi 

perpajakannya. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menggunakan Jasa 

Konsultan Pajak dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar wajib 

pajak. 

Konsultan Pajak merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa, 

yang memberi layanan untuk membantu Wajib Pajak dalam menghitung pajak 

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, mengisi dan melaporkan SPT (Surat 

Pemberitahuan) bulanan dan tahunan, menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan perpajakan, dan layanan lainnya yang terkait. Penulis melakukan aktivitas 

magang di “Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan” selama 2 bulan. Kantor 

Konsultan Pajak Cornel & Rekan merupakan kantor penyedia jasa akuntansi dan 

konsultan dalam pelaksanaan perpajakan yang sudah terdaftar di Direktorat 

Jenderal Pajak dan memiliki hampir 300 klien, dari wajib pajak orang pribadi 

hingga wajib pajak badan. Saat menjalani kegiatan magang penulis ikut serta 

dalam menangani kewajiban perpajakan beberapa klien, salah satunya yaitu PT. 

ABC. 

PT. ABC adalah perusahaan berbasis teknologi yang telah melakukan 

penelitian dan pengembangan agrokomplek (pertanian, kehutanan, peternakan dan 

perikanan), energy terbarukan dan rehabilitasi lingkungan sejak tahun 1985.  

PT. ABC merupakan wajib pajak badan yang bergerak di bidang perdagangan 

yang menyediakan produk dan layanan dari hulu hingga hilir untuk agrokomplek 
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dengan berfokus pada produksi pangan yang berkelanjutan. Penulis menyusun 

Tugas Akhir ini dengan menggunakan kewajiban perpajakan tahun 2020 

berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki oleh PT. ABC.  

PT. ABC merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sebagai wajib 

pajak badan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib 

memenuhi kewajiban perpajakan atas PPh Badan. Pada tahun 2020 PT. ABC 

masuk dalam kategori wajib pajak yang berhak memanfaatkan beberapa insentif 

pajak selama masa pandemi Covid-19. Adanya insentif pajak selama masa 

pandemi covid-19 ini mengakibatkan adanya perubahan cara perhitungan pajak 

penghasilan yang harus dibayarkan wajib pajak di tahun 2020. Perubahan ini 

diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara 

dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid -19). 

Berdasarkan kelengkapan data yang dimiliki pada tahun 2020 PT. ABC telah 

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. 

Penulis menyusun tugas akhir ini dengan tujuan untuk mengulas kembali 

mengenai pelaksanaan administrasi perpajakan atas PPh badan pada PT. ABC 

sesuai dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang berlaku selama masa pandemi 

Covid-19. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan secara mandiri oleh perusahaan tanpa adanya bantuan 

konsultan pajak, dengan begitu perusahaan dapat menghemat biaya dan dapat 

mengasah kemampuan karyawan dalam melakukan kewajiban perpajakan 

perusahaan, serta dapat dijadikan evaluasi atas kewajiban pajak yang telah 

dilaksanakan. 
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Apabila PT. ABC belum melakukan kewajibannya secara benar, maka PT. 

ABC akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 9(2a) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang peraturan umum dan tata cara perpajakan, yakni 

pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran setoran perpajakan akan 

dikenai sanksi administrasi berupa denda lebih tinggi 2% atas pajak yang 

seharusnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan yang dalam operasinya 

melakukan kegiatan perdagangan. Judul yang diambil dalam penulisan tugas akhir 

ini adalah: “PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PAJAK 

PENGHASILAN PADA PT. ABC (Studi Kasus pada Kantor Konsultan 

Pajak Cornel & Rekan) ”. 

1.2. Tujuan Magang 

 

Berdasarkan dasar pemikiran di atas penulis mengidentifikasikan tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan yang harus 

dipenuhi oleh PT. ABC apakah sudah sesuai dengan Undang Undang 

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dengan memperhatikan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020. 
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1.2.2 Mengetahui kesesuaian penyetoran pajak dan pelaporan SPT pada 

PT. ABC dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. 

1.3 Target Magang 

 

Berdasarkan tujuan di atas dapat didefinisikan bahwa target yang ingin 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Mampu melakukan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pada 

PT. ABC sesuai dengan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 

2008 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. 

1.3.2 Mampu menyetorkan pajak dan melaporkan SPT pada PT. ABC 

sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. 

1.4 Bidang Magang 

 

Pelaksanaan magang dilakukan pada bidang perpajakan. Kegiatan yang 

dilakukan adalah membantu Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan para kliennya,yang meliputi: 

1.4.1 Menginput SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang 

Pribadi ke dalam e-SPT Tahunan Badan dan e-SPT Tahunan Orang 

Pribadi. 
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1.4.2 Melaporkan e-SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak 

Orang Pribadi melalui e-filling. 

1.4.3 Mengarsip data-data SPT Tahunan sebagai bukti bahwa perusahaan 

klien sudah menyampaikan SPT Tahunan. 

1.4.4 Merekap gaji dan bukti potong karyawan pada perusahaan klien 

1.5 Lokasi Magang 

 

Nama Perusahaan : Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan 

Alamat   : Jl. Cemp. No.146, 55283, Dero, Condongcatur, Kec. 

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 

Kode pos  : 55281 

No. Telepon  : (0274) 885388 

 

Sumber: https://goo.gl/maps/1TWqd9yKNYKr2fr47 

Gambar 1.1 

Lokasi Magan 

https://goo.gl/maps/1TWqd9yKNYKr2fr47
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1.6 Jadwal Magang 

 

Pelaksanaan magang dilakukan selama 2 bulan dimulai tanggal 1 Februari 

2021 hingga 31 Maret 2021 dan dijadwalkan 6 hari dalam satu minggu dengan 

jam kerja mulai pukul 08.30 WIB sampai 16.30 WIB. Dalam pelaksanaan magang 

yang dilakukan, penulis mengikuti prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh 

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan. 

Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang 

1. Pencarian tempat magang   : Januari 2021 

2. Penulisan Term Of Reference (TOR)  : Februari 2021 

3. Pelaksanaan kegiatan magang   : Februari – Maret 2021 

4. Pengumpulan teori-teori penulisan  : Februari – Maret 2021 

5. Pengumpulan data    : Februari – Maret 2021 

6. Menyusun laporan magang   : Maret – Juli 2021 

7.  Ujian Tugas Akhir & Ujian Kompetensi : Juli 2021 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pajak Penghasilan 

 

Menurut (Mardiasmo, 2011), undang-undang pajak penghasilan mengatur 

tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak. Subjek pajak tadi 

dikenai pajak ketika menerima atau memperoleh penghasilan dan disebut sebagai 

wajib pajak. Dasar hukum yang membahas mengenai pajak penghasilan di atur 

didalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

2.1.1. Subjek Pajak Penghasilan 

(Resmi, 2017) menyatakan bahwa, sebjek pajak adalah segala sesuatu 

yang dapat menghasilkan pendapatan. Subjek pajak akan dikenakan pajak 

penghasilan apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1), subjek pajak 

dikelompokkan sebagai berikut: 

(1) Orang Pribadi, sebagai subjek pajak yang berada di Indonesia atau di 

Luar Negri. 

(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak, yaitu ahli waris. 

(3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
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perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.  

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, maupun badan yang tidak didirikan dan 

menjalankan usaha di Indonesia. 

2.1.2 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut (Resmi, 2017) menyatakan bahwa, objek pajak penghasilan 

adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk 

dikonsumsi atau meningkatkan kesejahteraan wajib pajak, baik yang berasal dari 

kegiatan usaha, pekerjaan, penggunaan asset dan atau penghasilan lainnya. 

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), penghasilan yang 

termasuk Objek Pajak adalah: 

(1) Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

(2) Hadiah undian 

(3) Laba usaha; 

(4) Pendapatan dari penjualan atau pengalihan kepemilikan 
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(5) Penerimaan sisa pembayaran pajak yang telah dibayarkan sebelumnya 

(6) Bunga termasuk bonus , diskonto dan imbalan untuk membayar hutang 

yang dijamin 

(7) Dividen dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan 

asuransi  

(8) Royalti  

(9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

(10) Perolehan pembayaran berulang 

(11) Keuntungan dari pembebasan utang sesuai dengan ketentuan yang  

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

(12) Keuntungan atas selisih kurs 

(13) Kelebihan dari perhitungan kembali aktiva 

(14) Premi asuransi; 

(15) Sumbangan yang diterima oleh gabungan wajib pajak yang 

melakukan usaha atau kegiatan mandiri 

(16) Tambahan modal dari penghasilan bebas pajak 

(17) Pendapatan perusahaan yang berbasis syariah 

(18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(19) Surplus Bank Indonesia. 
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2.1.3. Wajib Pajak  

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan 

umum & tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak,yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2,antara 

lain: 

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan seseorang yang memiliki 

penghasilan dengan jumlah di atas penghasilan tidak kena pajak yang berada di 

Indonesia, seseorang yang tergolong menjadi wajib pajak wajib untuk 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(2) Wajib Pajak Badan  

Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia dan 

telah memiliki npwp dan serta memenuhi hak & kewajiban yang telah ditentukan 

dalam ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

2.2 Kewajiban Perpajakan 

Dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) menyebutkan 

bahwa, wajib pajak baik sebagai orang pribadi maupun badan yang mempunyai 
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hak dan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi 

pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak. Orang pribadi 

menjadi wajib pajak apabila telah mempunyai penghasilan, sedangkan badan 

menjadi wajib pajak apabila sekumpulan orang dan/ modal melakukan usaha dan 

memperoleh penghasilan. Secara umum kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

Wajib Pajak adalah: 

2.2.1 Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak 

Dalam UU KUP Nomor 16 tahun 2009 pasal 2 ayat (1) menyatakan 

bahwa, wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif & objektif yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada 

otoritas pajak tempat kedudukan atau domisili wajib pajak di tempat kerjanya dan 

berhak untuk mendaftarkan dan memperoleh NPWP. Dalam Undang-undang KUP 

No 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa, NPWP merupakan nomor 

yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan 

sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak 

dan kewajibannya di bidang perpajakan. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 

9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit 

setelahnya merupakan informasi kode administrasi. Format nomor NPWP adalah 

sebagai berikut XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX 

Wajib Pajak berkewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 

Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas paling lambat satu bulan 
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setelah saat usaha dijalankan, sedangkan Wajib Pajak yang tidak menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas namun memiliki jumlah penghasilan yang jika 

disetahunkan jumlah penghasilannya telah melebihi PTKP maka wajib 

mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Bagi Wajib Pajak 

yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau Wajib Pajak 

menyalahgunakan NPWP maka akan diberikan sanksi perpajakan.  

2.2.2 Menghitung Pajak Penghasilan 

Selama masa Pandemi Covid-19 Pemerintah telah dan terus melakukan 

langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, 

salah satunya pada bidang perpajakan. Salah satu peraturan pemerintah yang 

diterbitkan dalam bidang perpajakan yakni PMK No 110 Tahun 2020 yang 

merupakan perubahan atas PMK No 86 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk 

wajib pajak terdampak pandemi coronavirus disease 2019. Dalam peraturan ini 

pemerintah memberikan keringanan dalam perhitungan pajak bagi semua wajib 

pajak yang berupa: 

(1) PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (Dtp) 

(2) PPh Final UMKM tarif 0,5% Ditanggung Pemerintah (Dtp) 

(3) Pembebasan PPh pasal 22 Impor 

(4) Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% ditambah menjadi 

pengurangan sebesar 50% 
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(5) Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP 

yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 

miliar rupiah.  

Kebijakan di atas diterbitkan karena memperhatikan kondisi perekonomian saat 

ini, khususnya masih rendahnya tingkat produksi dan penjualan dunia usaha 

selama masa Pandemi Covid-19. 

Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem Self Assessment 

System di mana wajib pajak mempunyai tugas untuk menjalankan kewajiban 

perpajakannya yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara mandiri. Dasar perhitungan pajak penghasilan 

dibedakan menjadi dua (2) meliputi: 

(1) PP No 23 Tahun 2018 

Peraturan ini sebagai pengganti atas PP No 46 Tahun 2013, yang 

mengubah tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5. PP No 23 Tahun 2018 

menyebutkan bahwa, Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dikenai pajak 

penghasilan final merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak 

Badan yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, 

firma, yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak lebih dari Rp. 

4.800.000.000 dalam satu tahun. Namun ketentuan dari PP No 23 Tahun 2018 ini 

diubah dalam PMK No 110 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tarif PPh final 

0,5% Ditanggung Pemerintah (DTP) selama masa pandemic Covid-19. Ketentuan 
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ketentuan yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak bahwa tarif PPh final DTP 

bersifat opsional dan pengenaan tarif PPh final DTP memiliki batas waktu. 

(2) UU No 36 Tahun 2008 

Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan, perhitungan pajak 

penghasilan terutang diatur dalam pasal 16 yaitu Tarif Pasal 17 x Penghasilan 

Kena Pajak. 

● Tarif Pajak  

UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) dan(2), 

tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung 

besarnya PPh. Tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi: 

a) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menggunakan tarif pajak 

progresif, sebesar:  

Tabel 2.1 

Tarif Pajak Progresif 

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

< Rp 50.000.000 5% 

Diatas 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,- 15% 

Diatas Rp 250.000.000,- s.d Rp 500.000.000,- 25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

Sumber: UU PPh pasal 17 ayat (1) 
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● Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Pasal 17 ayat 

(2), tarif pajak yang digunakan adalah tarif proporsional yaitu 25%. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri yang 

memiliki penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 4.800.000.000 berhak 

mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b) dan (2a) . 

● Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 16 menyatakan bahwa, Penghasilan Kena 

Pajak merupakan besaran nominal yang menjadi dasar untuk penentuan tariff 

pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dalam satu tahun pajak. Dalam UU No 

36 Tahun 2008 pasal 6, nominal penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan selama satu 

tahun.  

Besaran Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bagi wajib pajak dalam negeri adalah 

penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri yang dijadikan 

dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena 

pajak bagi wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk 

wajib pajak orang pribadi dihitung penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan 

tidak kena pajak (Mardiasmo, 2016:171). 

● Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi 

yang mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, 

Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No 101/PMK.010/2016 dan PMK 

No. 102/PMK.010/2016: 

a. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi 

b. Rp 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah 

c. Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami 

d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan 

keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk 

setiap keluarga.  

2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Seluruh badan usaha di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) berkewajiban membayar pajak. Tarif pajak penghasilan 

badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan yang mempunyai peredaran bruto 

hingga Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) di Indonesia berhak 

mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) 

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai 

dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

  Fasilitas pengurangan tarif dilaksanakan dengan sistem self assessment 

pada saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib 
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pajak badan. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menyampaikan 

permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. 

Omset merupakan jumlah uang yang dihasilkan dari kegiatan usaha 

sebelum dikurangi dengan biaya biaya yang dikeluarkan selama operasi 

perusahaan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-

Undang Pajak Penghasilan yang meliputi: 

● Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;  

● Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final 

● Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

(1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan 

PPh terutang yaitu sebagai berikut:  

PPh terutang = 50% X 25% X seluruh Penghasilan Kena Pajak 

(2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 

50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: 

a. PPh terutang = 50% X 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran 

bruto yang memperoleh fasilitas 

b. PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto 

yang tidak memperoleh fasilitas 
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Menurut (Budi, 2013) dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme 

perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Badan, antara lain: 

(1) Perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek pajak PPh Final 

PPh final adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi/badan dengan 

omzet maksimal Rp 4,8 miliar. Tidak seperti jenis pajak lainnya, PPh final 

langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima. 

Objek pajak penghasilan yang bersifat final beserta tarifnya adalah sebagai 

berikut: 

● 2% untuk kontruksi oleh penyedia layanan yang memenuhi syarat usaha 

kecil 

● 4% untuk perusahaan konstruksi yang dikelola oleh penyedia jasa yang 

tidak kompeten 

● 3% untuk perusahaan konstruksi yang dilakukan oleh selain penyedia jasa 

yang tercantum dalam point 1 dan 2  

● 4% untuk perusahaan konstruksi yang dikelola oleh penyedia jasa yang 

terkualifikasi  

● 6% untuk perusahaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang 

dilaksanakan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. 

(2) Perhitungan PPh menggunakan norma khusus 

Untuk rekonsiliasi fiskal pada Wajib Pajak Badan yang merupakan norma 

khusus penghasilan neto sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 
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(3) Perhitungan normal menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal 

Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan suatu kegiatan 

usaha dan dikenai PPh Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Apabila 

terlambat setor ataupun lapor wajib pajak dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan 

dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang 

dibayarkan dengan cara mencicil. Tujuannya adalah untuk meringankan beban 

wajib pajak dalam melunasi pajak terutang dalam waktu satu tahun. Pembayaran 

tidak bisa diwakilkan karena harus dibayar sendiri. Tarif pengurangan angsuran 

PPh Pasal 25 selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan PMK No 110 Tahun 

2020 yakni sebesar 50%. 

2.2.4 Mengisi dan Menyampaikan SPT 

Menurut (Resmi,2017) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat bagi 

wajib pajak yang digunakan baik untuk lapor perhitungan dan pembayaran pajak, 

juga berisikan objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan 

kewajiban. Pengisian SPT harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam 

bahasa Indonesia, serta segera menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KKP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ataupun 

melalui online. 

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan adalah paling 

lama 4 (Empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT Tahunan tidak 

disampaikan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1 juta. 

SPT Tahunan terdiri dari: 
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(1) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah). 

(2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disetujuai melakukan 

pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat (1771-US). 

(3) SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan 

penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang dikenakan PPh Final 

dan atau bersifat final, dan dari penghasilan lainnya (1770). 

(4) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan dengan jumlah dibawah Rp 60.000.000 dari satu pemberi 

kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya (1770 SS). 

(5) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 

penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dari satu atau lebih pemberi kerja 

(1770S). 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

3.1. Data Umum 

3.1.1 Kegiatan Magang 

Penulis melaksanakan kegiatan magang pada Kantor Konsultan Pajak 

Cornel & Rekan. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 2 bulan, dimulai dari 

tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Aktivitas magang 

dilakukan 6 hari kerja setiap minggu dengan jam kerja mulai dari pukul 08.30 

WIB hingga pukul 16.30 WIB. 

Kegiatan yang dilaksanakan penulis selama magang di Kantor Konsultan 

Pajak Cornel & Rekan meliputi: 

(1) Membantu menginput SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi ke dalam e-SPT Tahunan Badan dan e-SPT Tahunan 

Orang Pribadi 

(2) Membantu melaporkan e-SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi melalui e-Filling  

(3) Membantu mengarsip bukti lapor SPT Tahunan para klien sebagai 

bukti bahwa semua klien telah menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat 

waktu 
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3.1.2 Manfaat Magang 

Selama kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan 

penulis memperoleh banyak manfaat diantaranya: 

(1) Mampu melakukan penginputan data SPT Tahunan Wajib Pajak Badan 

dan Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam e-SPT Tahunan Badan dan e-

SPT Orang Pribadi. e-SPT merupakan aplikasi pengisian SPT yang 

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(2) Mampu melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filling. e-filing 

merupakan salah satu menu layanan yang tersedia pada Direktorat Jenderal 

Pajak Online yang digunakan untuk melaporkan SPT secara online. 

(3) Mampu menyusun laporan keuangan komersial yang meliputi laporan 

laba rugi komersial, neraca, perubahan ekuitas. 

3.1.3 Kantor Konsultan Pajak Cornel dan Rekan 

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan merupakan perusahaan 

perorangan yang bergerak dibidang jasa dan konsultan, di mana jasa yang 

ditawarkan meliputi beberapa bidang diantaranya, konsultan perpajakan, 

akuntansi, dan manajemen. Kantor ini resmi berdiri pada tanggal 6 Oktober 1998 

dan didirikan oleh Cornelis Guling, SE., MM., Akt., BKP selaku direktur 

perusahaan dengan nomor NPWP 07.243.490.5-542.000. Pada tahun 2010 Kantor 

Konsultan Pajak Cornel & Rekan telah terdaftar dengan nomor surat ijin SI-

1774/PJ/2010 dan sejak inilah Cornelis Guling menyandang gelar BKP melalui 

Ujian Sertifikat Konsultan Pajak yang dilaksanakan di Jakarta.  
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3.1.4 Visi dan Misi Perusahaan 

(1) Visi  

Menjadi perusahaan penyedia jasa yang profesional, cerdas, dinamis dan 

mampu bersaing dalam skala nasional. 

(2) Misi  

Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang tepat guna 

dan berdaya guna dengan pengelolaan sistem manajemen yang profesional 

sehingga mampu memberikan pelayanan prima. 

3.1.5 Jasa yang ditawarkan  

Pelayanan yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan 

yaitu: 

(1) Perpajakan  

I. Jasa Konsultan Pajak 

Memberikan konsultasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai 

ketentuan perundang-undangan perpajakan beserta penerapannya 

dalam praktik bisnis. 

II. Jasa Verifikasi 

Mendampingi para klien dalam hal pelaksanaan pemeriksaan 

pajak, serta memberikan arahan untuk menjawab semua hal-hal 
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yang perlu diketahui oleh pemeriksa pajak dan memberikan 

jawaban serta sanggahan atas temuan setelah pemeriksaan  

III. Jasa Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Memberikan arahan dalam membuat suatu perencanaan pajak, 

serta memberikan arahan alternatif sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, sehingga kewajiban perpajakan dapat 

dipenuhi dengan baik dan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan 

IV. Jasa Pendampingan dan Penanganan Kasus Pajak (Restitusi, 

Keberatan dan Banding) 

Memberikan arahan, bimbingan maupun hal-hal yang perlu 

disiapkan apabila klien mengajukan pengembalian pajak (restitusi). 

Memberikan bantuan untuk membuat surat keberatan dan banding, 

juga mampu menyiapkan perhitungan kembali pajak yang terutang, 

serta menyiapkan dokumen pendukung dan pembukuannya sebagai 

bahan untuk mengajukan keberatan dan sebagai bukti bahwasannya 

hasil pemeriksaan pajak belum benar dan memberatkan Wajib 

Pajak 

V. Jasa Pelayanan Laporan Perpajakan 

Menginput dan melaporkan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 

21, Masa Pasal 25, Masa 23 dan SPT Masa withholding tax 
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lainnya. Serta mempersiapkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh 

beserta laporan keuangan. 

(2) Akuntansi 

Menyediakan bantuan untuk para klien dalam melaksanakan pembukuan 

mengenai keuangan dengan berpatokan pada cara serta sistem yang lazim 

digunakan di Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

(3) Audit Khusus (Special Audit)  

Memberikan jasa audit khusus, sesuai dengan kebutuhan para klien. Audit 

dilaksanakan dengan menggunakan prosedur audit yang telah disepakati bersama 

dengan klien. Audit khusus yang disediakan diantaranya audit dari bagian tertentu 

dari laporan keuangan, audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan 

standart akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, namun tidak dapat 

memberikan pendapat auditor. Serta dapat pula berupa audit mengenai informasi 

keuangan untuk tujuan tertentu dan audit khusus lainnya. 
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3.1.6 Struktur Organisasi, beserta tugas dan tanggung jawab 

 

                             

                                       

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

 Gambar 1.2 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan 

Uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing staf Kantor Konsultan Pajak 

Cornel & Rekan adalah sebagai berikut: 

Murti Rahayu  

Koordinasi Bagian Pajak 

 

Indah Citraningsih 

Koordinasi Bagian Akuntansi 

 

Staf Lapangan: 

Wahyu 

Rama 
 

Rini 

 Koordinasi 

Bagian Pajak 

Staf PPh 21 & 

PPh 25: 

Erna 

Devi 
Putin 
Yessi 

 

Staf Akuntansi 

1. Tina 

2. Mina 

3. Rina 

4. Yani 

5. Ina 

6. Ria 

7. Vidya 

8. Novi 

 

Staf PPN: 

1. Esti 

2. Devi 

3. Laras 
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(1) Direktur  

Seorang direktur selaku pimpinan organisasi bertanggung jawab atas 

seluruh kegiatan yang ada di dalam organisasi. Seorang direktur 

memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi serta mengkoordinasi 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan di dalam suatu perusahaan. 

(2) Koordinasi Staf Akuntansi  

Seorang koordinasi staf akuntansi memiliki tugas utama 

mengkoordinasikan staf-staf di bawahnya, serta ikut andil dalam 

menyusun dan mereview laporan keuangan dari perusahaan klien, dan 

yang utama ialah bertanggung jawab kepada direktur atas laporan 

keuangan klien. 

(3) Staf Akuntansi 

Seorang staf akuntansi memiliki tugas utama untuk menyusun laporan 

keuangan fiskal dan melakukan kewajiban perpajakan selain kewajiban 

pada bagian PPN.  

(4) Koordinasi Bagian Pajak  

Tugas utama koordinasi staf bagian pajak adalah mengkoordinasi staf-

staf yang ada di bawahnya dan ikut andil dalam menyusun serta 

mereview pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan para kliennya 

dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab kepada direktur atas 

kewajiban perpajakan yang sudah dilaksanakan. 

(5) Koordinasi Staf PPN 
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Tugas utama koordinasi staf bagian PPN adalah mengkoordinasi staf-

staf di bawahnya dan ikut andil dalam menyelesaikan kewajiban PPN 

perusahaan para klien, dan yang paling utama yaitu bertanggung jawab 

kepada direktur atas kewajiban PPN para klien. 

(6) Staf PPN  

Tugas utama staff PPN adalah menyelesaikan kewajiban PPN 

Perusahaan para klien yang meliputi menghitung total PPN, 

menghitung besar kurang/lebih bayar, menginput data yang tertera 

pada faktur pajak di lembar E-SPT, menyiapkan SPT PPN dan SPT 

masa ppn. 

(7) Koordinasi Staf PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 

Tugas utama koordinasi staf bagian PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 adalah 

mengkoordinasi staf-staf di bawahnya dan ikut andil dalam menyelesaikan 

kewajiban PPh Pasal 21 dan Pasal 25 perusahaan para klien, dan yang 

paling utama yaitu bertanggung jawab kepada direktur atas kewajiban PPh 

21 dan PPh 25. 

(8) Staf PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 

Tugas utama staf PPh 21 dan PPh 25 adalah menyelesaikan kewajiban PPh 

21 dan PPh 25 perusahaan para klien mulai dari menghitung, menyiapkan 

seluruh Surat Setoran Pajak, dan melaporkan SPT. 

(9) Staff Lapangan 
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Staf lapangan bertugas untuk mengambil bukti transaksi dan data dari 

klien, membantu mengklasifikasikan bukti transaksi, membantu membuat 

SSP atau e-billing dan membantu melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan 

Pajak. 

3.2 Data Khusus 

3.2.1 Profil PT. ABC 

PT. ABC merupakan perusahaan swasta yang berdiri sejak tahun 1985 di 

kota Yogyakarta. Bergerak pada bidang agraris yang menyediakan pupuk organic, 

suplemen tanaman. suplemen hewan dan ternak, perbaikan lahan, sayuran dan 

beras. PT. ABC telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga perusahaan 

telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya PT. ABC menggunakan jasa kantor konsultan pajak 

cornel & rekan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan serta melaporkan 

spt. Berikut disajikan laporan keuangan PT ABC yang selanjutnya akan 

digunakan sebagai bahan dalam menghitung besaran pajak penghasilan PT ABC 

yang harus dilaksanakan pada tahun 2020. 

3.2.2 Laporan Keuangan PT. ABC 

(1) Neraca  

Berikut merupakan Neraca PT. ABC pada tahun 2020:  

Table 3.1 

Neraca PT ABC Tahun 2020 
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PT ABC 

NERACA 

Per 31 Desember 2020 

ASET 

I. ASET LANCAR 

1. Kas/ Kas Bank  13.837.062.950  

2 Deposito   1.000.000 

3. Piutang Dagang   3.251.955.436 

4. Beban dibayar dimuka 14.454.545 

6. Persediaan Akhir  1.769.208.024 

  Jumlah Aset Lancar     19.872.680.955 

II. Aset Tidak Lancar 

1. Tanah   127.950.000 

2. Bangunan   1.107.800.000 

3. Kendaraan   2.397.395.370 

4. Inventaris Kantor  787.291.834 

5. Peralatan Kantor  733.687.950 

     5.154.125.154 

6. Akm Dep Peny Aset Tetap(2.559.406.672) 

7. Nilai Buku Aset Tetap    2.594.718.482 

TOTAL ASET     22.467.399.437 

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

I. Kewajiban Lancar 

1. Hutang PPN  324.905.805 

2. Hutang PPh Pasal 25 3.633.318 

3. Hutang PPh Pasal 21 75.000 

4. Hutang Dagang  1.195.402.837 

5. Hutang Bank  11.241.662.130 

6. Hutang PPh 29  4.561.424 

7. Hutang Inventaris  733.299.000 

8. Hutang Deviden  750.000.000 

  Jumlah Kewajiban Lancar   14.253.439.514 

II. Ekuitas 

1. Ekuitas   8.213.959.923 

  Jumlah Ekuitas     8.213.959.923 

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS  22.467.399.437 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 
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(2) Laporan Laba Rugi 

 Berikut merupakan Laporan Laba Rugi PT. ABC pada tahun 2020: 

Table 3.2 

Laporan Laba Rugi PT ABC Tahun 2020 

PT ABC 

Laporan Laba Rugi 

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2020 

1. Penghasilan Dari Usaha       

 Penjualan / Pendapatan    23.987.056.599 

2. Harga Pokok Produksi      (10.082.966.022) 

3. Laba Kotor Usaha      13.904.090.577 

4. Biaya Usaha: 

  - Gaji    3.851.889.000 

  -Tenaga Ahli   18.000.000 

  - Listrik   46.342.122 

  - Tlp/Internet   37.183.757 

  - Bahan Bakar   15.620 .800 

  - Operasional   8.319.133.771 

  - Riset    39.480.390 

  - PBB    6.203.126 

  - BPJS    424.395.655 

  - PPh 21 Masa   3.894.975 

  -Bunga Bank   483.320.33 

  - Adm Bank    888.600 

 - Penyusutan: 

   Bangunan 54.990.000 

  Kendaraan 178.664.175 

  Inventaris 61.879315 

     295.533.490 

Jumlah Biaya Usaha      (13.541.886.023) 

5. Laba Neto Usaha      362.204.554 

6. Penghasilan Dari Luar Usaha 

  Penjualan Aset  13.636.364 

  Pendapatan Bunga   25.665.048 

7. Biaya Dari Luar Usaha 
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Nilai Buku Pajak Bank  (5.130.010) 

 34.171.402 

8. Jumlah Penghasilan Natto (Komersial)    396.375.956  

           

9. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final     - 

 Yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

          396.375.956 

10. Koreksi Fiskal   

 Koreksi Positif 

  -PPh 21 Masa   3.894.975 

  -Pajak Bank   5.130.010 

            9.024.989 

 Koreksi Negatif 

  -Pend Bunga Bank  (25.665.048) 

          (25.665.048) 

11. Jumlah Penghasilan Neto (Fiskal)    379.735.893 

 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

 

(3) Laporan Perubahaan Ekuitas 

 Berikut merupakan Laporan Perubahan Ekuitas PT ABC Tahun 2020 
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Table 3.3 

Laporan Perubahan Ekuitas PT ABC Tahun 2020 

 

PT ABC 

Laporan Perubahan Ekuitas  

Periode 31 Desember 2020 

1. Modal Disetor      3.891.300.000 

  Akm Saldo Laba Tahun Lalu    4.751.466.987 

  Jumlah Ekuitas      8.642.766.987 

2. Penghasilan Neto Komersial     396.375.956 

        9.039.142.943 

3. Pengurangan 

  - Pajak Penghasilan  75.183.020 

  - Deviden  750.000.000 

         (825.183.020) 

4. Jumlah Ekuitas Per 31 Des 2020    8.213.959.923 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

3.2.3 Kewajiban Perpajakan PT.ABC 

Dalam pelaksanaan perpajakan pada PT. ABC sebagai wajib pajak 

diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2020 yang dikeluarkan selama masa 

pandemic covid-19. Pada tahun 2020 kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan 

yang harus dipenuhi oleh PT. ABC yaitu, Menghitung Pajak Terutang, Membayar 

PPh Pasal 25, Melunasi PPh pasal 29, Membayar PPh 23, Memotong PPh Pasal 

21 dan Menyampaikan SPT Tahunan. 
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Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di atas PT. ABC terlebih 

dahulu harus menentukan berapa besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP 

diperoleh dari laba komersial ditambah dengan koreksi fiskal positif dikurangi 

dengan koreksi fiskal negatif. Berikut merupakan perhitungan pkp pada PT. ABC: 

Table 3.4 

Perhitungan PKP 

Laba Komersial      396.375.956 

Ditambah: 

 PPh Pasal 21     3.894.9775 

 Pajak Bank     5.130.010 

Dikurangi: 

  Pendapatan Bunga Bank   25.665.048 

Penghasilan Kena Pajak     379.735.893 

  

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

(1) Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 

 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara untuk 

menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid -19), penentuan tarif pajak 

penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf yakni penurunan tarif pasal 

17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a. 

sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 

Tahun Pajak 2021. Dan b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku 

pada Tahun Pajak 2022. 

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang PT. ABC tahun 2020 sebagai berikut: 
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a) Memperoleh Fasilitas  

4.800.000.000  x 379.735.893 = 75.986.160 

23.987.056.599 11%  x 75.988.000  = 8.358.680 

b) Tidak Memperoleh Fasilitas 

379.735.893 - 75.988.160  = 303.747.733 

   22% x 303.747.000 =  66.824.340 

Jadi total PPh Terutang  = 8.358.680 + 66.824.340 

    = Rp 75.183.020 

(2) Membayar PPh 25 

Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 pasal 9 ayat (1) huruf b 

menyatakan bahwa wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto melebihi Rp 

4.800.000.000 pada satu tahun pajak wajib membayar angsuran Pajak Penghasilan 

Pasal 25. Pada tahun 2020 PT. ABC merupakan wajib pajak yang telah memiliki 

penghasilan melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun, sehingga wajib untuk 

membayar angsuran PPh Pasal 25. Jika PT. ABC tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang telah ditentukan maka PT. ABC akan dikenai sanksi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

Pada tahun 2020 besar angsuran PPh 25 yang telah dibayarkan oleh PT. ABC 

dapat dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Pembayaran PPh 25 

Masa Pajak PPh Pasal 25 (Rp) Tanggal Pembayaran 

Januari 9.007.260 13-Feb-2020 

Februari 9.007.260 13-Mar-2020 

Maret 9.007.260 9-Apr-2020 

April 7.266.636 10-Mei-2020 

Mei 7.266.636 10-Juni-2020 

Juni 7.266.636 8-Juli-2020 
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Juli 3.633.318 12-Aug-2020 

Agustus 3.633.318 8-Sept-2020 

September 3.633.318 9-Oct-2020 

Oktober 3.633.318 12-Nov-2020 

November 3.633.318 10-Des-2020 

Desember 3.633.318 12-Jan-2020 

Jumlah 70.621.596  

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Perhitungan jumlah angsuran yang telah dibayar tersebut didapat dengan 

perhitungan sesuai dengan UU Perpajakan No 36 Tahun 2008. Untuk Pelaporan 

SPT Masa PPh Pasal 25 PT. ABC pada tahun 2020 dengan jumlah setoran setiap 

bulan sesuai dengan rincian di atas telah sesuai dengan Peraturan Direktorat 

Jenderal Pajak Nomor Per-22/PJ/2008 mengenai Tata Cara Pembayaran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25, bagi wajib pajak yang telah melakukan 

pembayaran PPh Pasal 25 maka akan memperoleh validasi dengan Nomor 

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sehingga Surat Pemberitahuan Masa PPh 

Pasal 25 dianggap sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan 

tanggal validasi yangtercantumpadaSSPataue-billing.  

Berikut disajikan NTPN masa Desember: 
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Gambar 3.1  

Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

(3) Menghitung dan Melunasi PPh Pasal 29 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa PPh Pasal 29 

adalah utang pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan yang tercantum di 

dalam spt. Perhitungan Pajak Penghasilan kurang bayar yang harus dilunasi PT. 

ABC sebelum menyampaikan SPT Tahunan adalah sebagai berikut: 
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Table 3.2 

Perhitungan PPh Kurang Bayar Tahun 2020 

Perhitungan PPh Terutang Tahun 2020 

1. Penghasilan Neto Fiskal       379.735.893 

2. PPh Terutang: 

a) Memperoleh Fasilitas  

4.800.000.000  x 379.735.893 = 75.986.160 

23.987.056.599 11%  x 75.988.000  = 8.358.680 

b) Tidak Memperoleh Fasilitas 

379.735.893 - 75.988.160  = 303.747.733 

   22% x 303.747.000 =  66.824.340 

  75.183.020 

3. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020   70.621.596 

4. PPh Pasal 29 Tahun 2020    4.561.424 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Berikut disajikan bukti pelunasan PPh 29  
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Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Gambar 3.2 

Bukti Pembayar PPh Pasal 29 

 

(4) Dipotong PPh Pasal 23 

 PT. ABC dikenai pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa laboratorium, atas 

transaksi tersebut tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas jasa penyewaan 

laboratorium selama tahun 2020 disebutkan bahwa: 

PPh Pasal 23 = 2% x Rp 40.875.000 = Rp 817.5000 

PPh Pasal 23 yang dipotong atas jasa sebesar Rp 817.5000 

Berikut disajikan Tabel Rincian Pemotongan PPh Pasal 23  
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Table 3.3 

Rekap Pemotongan PPh Pasal 23 

Masa Pajak DPP PPh 23 Tgl Bayar 

Januari - - - 

Februari - - - 

Maret - - - 

April - - - 

Mei - - - 

Juni - - - 

Juli 4.365.000 87.300 10-Aug-2020 

Agustus 16.900.000 338.000 09-Sept-2020 

September - - - 

Oktober 8.450.000 169.000 10-Nov-2020 

November 11.160.000 223.200 08-Des-2020 

Desember - - - 

Total 40.875.000 817.5000  

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Salah satu jasa tersebut diperoleh pada bulan november dengan penyewaan jasa 

laboratorium. PT ABC memperoleh bukti potong PPh Pasal 23 pada bulan 

november dengan jumlah pengenaan pajak penghasilan atas jasa dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

PPh Pasal 23 = Rp 11.160.000 x 2% = Rp 223.200 

Berikut disajikan bukti potong PPh Pasal 23 Masa Desember  
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Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Gambar 3.3 

Bukti Potong PPh Pasal 23 

(5) Menghitung PPh 21 Atas Karyawan 

PT. ABC pada tahun 2020 memiliki sebanyak 85 karyawan sebagai 

pegawai, dengan rata-rata gaji sebesar Rp 2.500.000 per bulan, dan hanya ada 5 

karyawan yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak 

(PTKP) yang telah memiliki NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 atas kelima 

karyawan tersebut yang telah disepakati oleh PT. ABC dengan pihak KKP Cornel 

& Rekan adalah sebagai berikut: 
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Table 3.4 

Perhitungan PPh Pasal 21 

 

Na

ma  

 

Status 

 

Penghasilan 

Netto 

Setahun 

 

Penghasilan 

Tidak Kena 

Pajak 

 

Penghasilan 

Kena Pajak 

 

Tarif  

 

PPh 21 

setahun 

 

PPh 21 

Sebulan 

Ar

yo 

K/1 113.000.000 63.000.000 50.000.000 5% 2.500.000 208.334 

An

di 

K/2 115.000.000 67.500.000 47.500.000 5% 2.375.000 197.916 

Bin

tari 

K/0 85.500.000 58.500.000 27.000.000 5% 1..350.000 112.500 

De

stia

na 

TK/0 58.710.000 54.000.000 4.700.000 5% 235.000 19.625 

Wa

ljo

ko 

TK/0 59.166.000 54.000.000 5.166.000 5% 258.300 21.525 

Jumlah 134.366.000  6.718.300 559.900 

Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas kelima karyawan tersebut ditambahkan dengan 

jumlah PPh Pasal 21 atas tenaga ahli yang merupakan seorang konsultan pajak 

yang telah memiliki NPWP sebesar 75.000. Sehingga jumlah PPh Pasal 21 masa 

yang dipotong adalah sebesar = Rp 559.900 + 75.000 

     Rp 674.900 

Berikut disajikan bukti bayar PPh Pasal 21 masa januari 
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Sumber: KKP Cornel & Rekan 

Gambar 3.4 

Bukti Bayar PPh 21 

3.2.4 Melaporkan SPT Tahunan 

 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat pemberitahuan yang 

disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

Ketentuan mengenai penyetoran dan pelaporan pajak ini telah diatur dalam UU 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan bagi 

seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa 

batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan setelah 

akhir tahun pajak sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir 

masa pajak. 

SPT yang disampaikan langsung ke KPP akan memperoleh bukti 

penerimaan. Sedangkan yang disampaikan melalui pos bukti penerimaannya 
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berupa tanggal pengiriman. Wajib pajak dapat meminta perpanjangan 

penyampaian SPT tahunan sampai dengan dua bulan dengan mengirimkan secara 

tertulis surat laporan penghitungan sementara dan bukti SPT untuk pembayaran 

pajak selama satu tahun pajak. Untuk SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan 

batas waktu yang ditentukan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda 

untuk SPT Tahunan PPh tahunan Badan Rp 1 juta sedangkan SPT Masa Lainnya 

Rp 100 ribu. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

PT. ABC telah menyetorkan serta melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan 

tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sehingga PT ABC tidak dikenai sanksi 

atas kesalahan ataupun keterlambatan pelaporan SPT Tahunan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1Kesimpulan 

 Berdasarkan keseluruhan aktivitas yang telah dilaksanakan selama magang 

dan berdasarkan data-data yang telah diolah, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT ABC selama 

tahun pajak 2020, beberapa kesimpulan yang dirangkum penulis yaitu: 

(1) PT ABC telah melakukan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan atas Pajak 

Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebutkan dalam UU 

Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan 

memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2020 yang ditetapkan 

pada masa pandemi covid-19. 

(2) PT ABC telah melakukan Penyetoran dan Pelaporan Kewajiban Perpajakan 

atas pajak penghasilannya sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

4.2 Saran  

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari Kantor Konsultan 

Pajak Cornel & Rekan, penulis memberikan saran atas pelaksanaan kewajiban 

perpajakan PT. ABC kepada beberapa pihak diantaranya: 
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(1) PT ABC 

a) Penulis menyarankan agar PT ABC bersedia untuk mencari tau dan 

menambah pengetahuan mengenai peraturan Undang-Undang Perpajakan 

dan tata cara perhitungan perpajakan, sehingga PT ABC kedepannya 

mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri 

tanpa menggunakan bantuan jasa konsultan pajak. 

b) Penulis menyarankan kepada PT ABC agar lebih tepat waktu dalam 

menyerahkan bukti-bukti transaksi ke Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Cornel & Rekan untuk meminimalisir pembetulan perhitungan serta 

pelaporan pajak yang dikerjakan oleh KKP Cornel & Rekan. 

(2) Kantor Konsultan Pajak Cornel Dan Rekan 

Penulis menyarankan agar KKP Cornel & Rekan melaksanakan perbaikan 

terhadap sistem pengarsipan dokumen perusahaan milik klien, sehingga 

dokument – dokument milik klien tidak ada yang hilang ataupun tercecer 

pada saat dokumen akan digunakan. 
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Lampiran 

Surat Keterangan Magang  
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Lembar Penilaian Magang 
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